 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD DPMPTSP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin terbentuk tanggal 31 Desember 2016 dengan ketetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin . Penggabungan  antar Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin  menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
 Untuk Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, untuk Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. 
Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan  untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n+1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
	Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP tahun 2022 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan :
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota, dengan sub. kegiatan :
a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyunan perencanaan dan pelaporan SKPD meliputi Renja, Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, LKIP,LKPJ dan LKPD serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per triwulan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.315.000.000,- dana terserap sebesar Rp. 39.215.000,- atau 94,92%
2. Kegiatan  Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah, dengan sub. Kegiatan :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan ini untuk mendukung kesejahteraan ASN DPMPTSP, untuk gaji dan tunjangan ASN dana yang disediakan sebesar Rp. 3.471.448.175,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 2.903.508.272,- realisasi kinerja sebesar 83,64%.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyunan laporan keuangan tahun baik yang unaudited maupun yang audited dan laporan keuangan semesteran dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.569.900,- dana terserap sebesar Rp. 36.030.000,- atau 95,90%
3. Kegiatan Asministrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub. Kegiatan :
a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang ketata usahaan kantor dengan serapan dana sebesar Rp. 139.164.148,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 140.289.000,-  serapan dapat mencapai 99,20%.
b. Penyediaan bahan logistik kantor kegiatan ini untuk mendukung kesejahteraan ASN DPMPTSP, untuk tamu dan rapat- rapat intern yang diperlukan untuk koordinasi, evaluasi dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 103.353.800,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 102.319.000,- realisasi kinerja sebesar 99,00% 
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, dana yang terserap 98,45% dari anggaran sebesar Rp. 14.400.000,-  dan terealisasi Rp. 14.177.300,-
d. Penyediaan bahan / material, sub kegiatan ini untuk tapin expo dan kelengkapan pakaian dinas harian DPMPTSP. dana yang di sediakan Rp. 41.156.800 realisasi Rp. 32.878.200,- dengan realisasi kinerja sebesar 79,89%
e. Penyelenggaraan rapat koordinasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal capaian, kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP baik di dalam maupun di luar daerah dana yang disediakan sebesar Rp. 824.699.000,- dan terserap sebesar Rp. 743.458.940,- atau serapannya sebesar 90,15%.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urussan Pemerintah Daerah, dengan sub. Kegiatan :
a. Pengadaan peralatan mesin dan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pengadaan peralatan gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 312.558.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 317.232.445.400,- persentase dana yang terserap sebesar 98,36%.
b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pengadaan perlengkapan gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 324.457.800,- serapan anggarannya sebesar Rp. 239.826.000,- persentase dana yang terserap sebesar 73,92%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub. kegiatan
a. Penyediaan jasa surat menyurat disediakan untuk mendukung tugas perbendaharaan, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.726.000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.712.000,- atau sebesar 99,49%
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air, kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.  Dana yang disediakan sebesar Rp. 189.518.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.186.638,- atau sebesar 38,62% dari anggaran yang disediakan.
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, kegiatan ini berisikan honorarium petugas kebersihan dan keamanan yang fungsinya  memberikan keamanan dan kenyamanan ditempat kerja ASN.  Serta kegiatan pameran pembangunan tahun  2022 dalam rangka HUT Kab. Tapin 2022, dimana anggaran yang disediakan sebesar Rp. 106.7105.400,- serapan anggarannya sebesar Rp. 105.419.400,- atau sebesar 98,79%..
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pemeliharaan, penyediaan bahan bakar dan perizinan kendaraan dinas/operasional persentase dana yang terserap sebesar 79,55%, dimana anggaran yang disediakan Rp. 91.352.400,- capaian anggaran sebesar Rp. 72.674.164,-
b. Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pemeliharaan peralatan  gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 19.650.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 9.685.000,- persentase dana yang terserap sebesar 49,29%.
c. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, kegiatan ini disediakan untuk Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam bidang pemeliharaan gedung kantor, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 132.221.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 57.594.000,- persentase dana yang terserap sebesar 43,56%.
II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Kabupaten Tapin, dengan sub. Kegiatan :
a. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten / Kota, kegiatan ini bertujuan memberikan informasi peluang usaha unggulan yang ada di Kabupaten Tapin dan menjadi acuan untuk penanam modal dalam berinvestasi di Kabupaten Tapin dana yang tersedia sebesar Rp. 23.898.000,- dana yang terserap sebesar Rp. 23.898.000,- atau 100%
III. Program Promosi Penanaman Modal
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, denga  sub. Kegiatan yaitu :
a. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota. kegiatan ini bertujuan mempromosikan unggulan-unggulam potensi usaha dan hasil UMKN yang ada di Kabupaten Tapin, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 44.994.000,- serapan anggarannya sebesar Rp. 44.994.000- atau 100%


IV. Program Pelayanan Penanaman Modal
1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub. Kegiatan :
a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kegiatan ini berisikan kegiatan sosialisasi OSS dan tenaga honorer (PTT) yang bertujuan memberikan pelayanan langsung terhadap pelaku usaha dalam hal perizinan. Dana yang disediakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 286.385.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 280.768.700,- atau 98,04%.
b. Pemantauan pemenuhan komitmen  perizinan dan non perizinan penanaman modal. Kegiatan ini berisikan tim teknis yang melibatkan SKPD lain sebagai pemberi rekomendasi dalam penerbitan perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. Tapin. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 305.385.000,- sedangkan sepatan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 293.250.000,- atau 96,03%.
c. Penyediaan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini salah satu penunjang Indikator Kinerja DPMPTSP dimana salah satunya yaitu SKM, dana yang tersedia yaitu sebesar Rp. 110.850.800,- dan dari kegiatan tersebut terserap dana sebesar Rp. 104.295.800,- atau 94,05%
d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah, kegiatan  ini kegiatanannya melakukan Forum Group Discusion (FGD) yang bertujuan untuk penyusunan draf peraturan bupati tentang pemberian fasilitas / insentif kemudahan berusaha dibidang penanamn modal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar  Rp. 188.928.800,- dan dana yang terserap sebesar Rp. 187.828.600,- atau 99,42%. 
V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub. Kegiatan yaitu :
a. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah selain meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya ada juga kendala atau masalah yang ditemukan, sehingga bisa menjadi ilmu baru bagi pelaku usaha yang lain. Anggaran yang tersedia dari kegiatan ini sebesar Rp. 395.735.000,- dabn anggaran yang terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 215.517.200,- atau 87,01%
b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal merupakan Upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 52.800.000 sedangkan serapan dari anggarangnya sebesar Rp. 13.000.151,- atau 24,62%

VI. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal 
1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub. Kegiatan yaitu :
a. Pengolahan, penyadian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kegiatan ini bertujuan sebagai sumber informasi rekapitulasi dalam hal perizinan dan non perizinan , dana yang tersedia dari kegiatan ini sebesar Rp. 21.600.000,- sedangkan serapan dari anggrana tersebut sebesar Rp. 14.100.000,- atai 65,28%

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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	Tabel 2.1

	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  SKPD dan

	Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2022

	Kabupaten Tapin

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nama SKPD : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	
	
	
	
	
	
	

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Indikator 
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target kinerja capaian program (Renstra perangkat daerah) Tahun 2024
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020
(tahun n-3)
	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (n-2)
	Target program / kegiatan 
Renja  SKPD tahun berjalan 2023
(tahun n-1)
	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)
	Catatan

	
	
	
	
	
	TargetRenja Perangkat Daerah Tahun 2022
	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
	Tingkat Realisasi (%)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10
	11
	12

	2
	18
	01
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1. Persentase terlaksananya kegiatan pejunjang urusan pemerintah daerah (%)
2. Persentase rata-rata capaian kinerja kegiatan sektertariat
	1. 300
2. 300
	-
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
1. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	 

	2
	18
	01
	2.01
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1. Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
2. Predikat nilai evaluasi SAKIP
	1. 100
2. BB
	-
	1. 100
2. BB
	1. 100
2. BB
	1. 100
2. BB
	1. 100
2. BB
	1. 100
2. BB
	1. 100
2. BB
	 

	2
	18
	01
	2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(Dokumen)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	18
	01
	2.01.0006
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (bln)
2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1. 12
2. 45
	-
	1. 12
2. 15
	1. 12
2. 15
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 15
	1. 12
2. 15
	1. 12
2. 15
	 

	2
	18
	02
	2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1. Persentase Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah (%) 
2. Persentase penyerapan anggaran SKPD
	1. 300
2. 300
	-
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2.100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	 

	2
	18
	02
	2.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bln) 
2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	1. 12
2. 19
	-
	1. 12
2. 19
	1. 12
2. 19
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 19
	1. 12
2. 19
	1. 12
2. 19
	 

	2
	18
	02
	2.02.0007
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
	1. Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (bln)
2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	1 12
2. 9
	-
	1. 12
2. 3
	1. 12
2. 3
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 3
	1. 12
2. 3
	1. 12
2. 3
	 

	2
	18
	01
	2.06
	Administrasi Umum Perangkat daerah
	1. Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah 
2. Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian
1. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD
	1. 300
2. 300
3. 300
	-
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	 

	2
	18
	02
	2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bln)
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	1. 12
2. 3
	-
	1. 12
2. 3
	1. 12
2. 3
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 3
	1. 12
2. 3
	1. 12
2. 3
	 

	2
	18
	02
	2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (bln)
2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	1. 12
2. 1
	-
	1. 12
2 . 1
	1. 12
2. 1
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	 

	2
	18
	02
	2.06.0005
	Penyediaan  Barang Cetakan dan Penggandaan
	1. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (bln) 
2. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	1. 12
2. 1
	-
	1. 12
1. 1
	1. 12
2. 1
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	 

	2
	18
	02
	2.06.0007
	Penyediaan bahan material
	1. Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (bln)
2. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
	1. 12
2. 1
	-
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	

	2
	18
	02
	2.06..0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bln)
2.  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1. 12
2. 1
	-
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	

	2
	18
	02
	 2.07
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.  Persentase Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD
1. Persentase aset yang tercatat
	1. 300
2. 300
3. 300
	-
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	 

	2
	18
	02
	2.07.0006
	Pengadaan Peralatan dan Mesin
	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin (bln)
2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	1. 12
2. 160
	-
	1. 12
2. 160
	1. 12
2. 160
	1. 100
2. 160
	1. 12
2. 160
	1. 12
2. 160
	1. 12
2. 160
	 

	2
	18
	02
	2.07.0010
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (bln)
2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	1. 12
2. 5
	-
	1. 12
2. 5
	1. 12
2. 5
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 5
	1. 12
2. 5
	1. 12
2. 5
	 

	2
	18
	02
	2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
2. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD
	1. 300
2. 300
	-
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	 

	2
	18
	02
	2.08.0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, ssumber daya air dan listrik
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	1. 12
2. 1
	-
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	 

	2
	18
	02
	2.08.004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1. Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
	1. 12
2. 1
	-
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	 

	2
	12
	6
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.  Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD
3. Persentase aset yang tercatat
	1. 100
2. 100
3. 100
	-
	1.100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	1. 100
2. 100
3. 100
	 

	2
	18
	02
	2.09.0001
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bln).
2. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	1. 12
2. 27
	-
	1. 12
2. 9
	1. 12
2. 9
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 9
	1. 12
2. 9
	1. 12
2. 9
	 

	2
	18
	02
	2.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (bln)
2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	1. 12
2. 52
	-
	1. 12
2. 52
	1. 12
2. 52
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 52
	1. 12
2. 52
	1. 12
2. 52
	 

	2
	18
	02
	2.09.0010
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (bln) 
2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	1. 12
2. 1
	-
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 100
2. 100
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	1. 12
2. 1
	

	2
	18
	02
	 
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	1. Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
2. Nilai Investasi (Milyar))
	1. 100
2. 1970
	-
	1. 100
2. 510
	1. 100
2. 904
	1. 100
2. 177
	1. 100
2. 525
	1. 100
2. 541
	1. 100
2. 541
	 

	2
	18
	02
	2.01
	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
	1. Updating Regulasi Penanaman Modal
2. Persentase Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha
	1. 100
2. 100
	-
	-
	-
	-
	-
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	

	2
	18
	02
	2.01.0001
	Penetapan     Kebijakan     Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Jumlah  Peraturan  Daerah/Provinsi  dalam  Pemberian Fasilitas/Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal (Dengan Satuan:Dokumen)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	

	2
	18
	02
	2.01.0004
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Dokumen)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	

	2
	18
	02
	2.02
	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota
	Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin
	300
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	18
	02
	2.02.0004
	Penyediaan Peta Potensi Investasi  Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	

	2
	18
	02
	2.02
	Penyusunan     Rencana     Umum Penanaman      Modal      Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah  Peraturan  Daerah  (Perda)  Rencana  Umum Penanaman  Modal  Daerah  Kabupaten/Kota  (Dengan Satuan:Dokumen)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	18
	03
	
	Program Promosi Penanaman Modal
	Nilai investasi (Milyar)
	541
	-
	510
	904
	177
	525
	541
	411
	 

	2
	18
	03
	2.01
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Peluan Penanaman Modal yang Dipromosikan 
	300
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	2
	18
	03
	2.01.0003
	Penyusunan    Strategi    Promosi Penanaman  Modal
	Jumlah  dokumen strategoi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dengan  Satuan:Dokumen)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	18
	03
	2.01.0002
	Pelaksanaan    Kegiatan    Promosi Penanaman      Modal      Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)
	1
	-
	1
	1
	
100

	1
	1
	1
	

	2
	18
	04
	
	Program Pelayanan  Penanaman Modal
	1. Indek Kepuasan Pelayanan Perizinan 
2. Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu
3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani
4. Persentase Pelaku Usaha yang berizin
5. Persentase izin yang update
6. Persentase investasi yang lolos izin lingkungan
	1. 85
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
	-
	1. 84,5
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
	1. 86,57
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
	1. 102,45
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
	1. 85
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
	1. 85,5
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
	1. 85,5
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
	

	2
	18
	04
	2.01
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
	1. Persentase Perizinan yang Diterbitkan
2. Persentase Pengaduan yang Terselesaikan
	1. 100
2. 100
	
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100

	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	1. 100
2. 100
	

	2
	18
	04
	2.01.0005
	Penyediaan    Pelayanan    Perizinan  berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis resiko  Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah  Pelaku  Usaha  yang  Mendapatkan  Pelayanan  Perizinan berusaha melalui  Sistem Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)
	5721
	-
	2700
	4521
	167,4
	600
	600
	100
	

	2
	18
	04
	2.01.0008
	Pemantauan  Pemenuhan  Komitmen Perizinan    dan    Non    Perizinan Penanaman  Modal
	Jumlah  Kegiatan  Usaha  dari  Pelaku  Usaha  yang Mendapat   Pemantauan   Pemenuhan   Komitmen Perizinan  Berusaha  dan  Non  Perizinan  Penanaman Modal (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)

	50
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	

	2
	18
	04
	2.01.0007
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	

	2
	18
	04
	2.01.0005
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
	Jumlah  Kegiatan  Usaha  dari  Pelaku  Usaha  yang Melakukan  Koordinasi  dan  Sinkronisasi  Penetapan Pemberian    Fasilitas/Insentif    Daerah    (Dengan Satuan:Kegiatan  Usaha)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	18
	05
	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	1. Nilai Investasi  PMDN/PMA (milyar Rp )
2. Persentase Pertumbuhan Investasi 
3. Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi

	1. 1970 Milyar
2. 3%
3. 0,00000025

	-
	1. 510 M
2. 3%
3. 100
	1. 904,4
2. -30,17
3. 0,00000022
	1. 177,33
2. -30,17
3. 0,00000022
	1. 525
2. 3%
3. 0,00000025
	1. 541
2. 3,00000027
	1. 541
2. 3%
3. 0,00000027
	

	2
	18
	05
	2.01
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota
	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu 
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	18
	05
	2.01.0004
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
(Kegiatan Usaha.)
	55
	-
	-
	-
	-
	30
	25
	25
	

	2
	18
	05
	2.01.0005
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)
	44
	-
	10
	24
	240
	10
	10
	10
	

	2
	18
	05
	2.01.0006
	Pengawasan Penanaman Modal
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)
	44
	
	10
	24
	240
	10
	10
	10
	

	2
	18
	06
	 
	Program Pengelolaan Data dan Sistem
	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update
	300
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	2
	18
	06
	2.01
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Pendukung Informasi Penananaman Modal dan Perizinan
	300
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	18
	06
	2.01.0001
	Pengolahan,     Penyajian     dan Pemanfaatan  Data  dan  Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan  Berbasis   Sistem   Pelayanan   Perizinan   Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen)
	36
	-
	12
	12
	100
	12
	12
	100
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD DPMPTSP berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD DPMPTSP. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD DPMPTSP dapat dilihat pada tabel  berikut ini:
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPMPTSP
Kabupaten Tapin

	NO
	Indikator *)
	SPM/standar nasional
	IKK 

		
	Target Renstra SKPD
	
Realisasi Capaian 
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2019  (tahun n)
	Tahun 2020  (tahun n+1)
	Tahun 2021  (tahun n+2)
	Tahun 2022  (tahun n+3)
	Kondisi Akhir Periode (n+4)
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022

	Tahun 2022 (tahun n)
	Tahun 2023 (tahun n+1)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	Tingkat Kepuasaan Pelayanan
	
	
	81
	81,5
	82
	82,5
	83
	81.5
	
84,15

	
86,57

	
-
	825
	82,5
	

	2
	Nilai Investasi  PMDN/PMA (Milyar Rp)
	
	
	150
	170
	190
	210
	230
	2075,06
	1294,39
	904,43
	
-
	190
	210
	

	3
	Tingkat Pertumbuhan Investasi
	
	
	5%
	5%
	3%
	3%
	3%
	496,83%
	
-37,62 

	-30,17
	
-
	3%
	3%
	

	4
	Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit  tepat waktu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	100
	100
	

	
	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	100
	100
	

	
	Persentase pelaku usaha yang berizin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
100

	
	100
	100
	

	
	Persentase izin yang update
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	100
	100
	

	
	Persentase rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000000022
	
	0,00000025
	0,00000027
	

	
	Persentase investasi yang lolos izin lingkungan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	100
	100
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Dari tabel capaian keinerja diatas dapat kita lihat dimana semua target DPMPTSP pada tahun 2021 capaiannya memuaskan. Karena hampir semua target yang ditetapkan semua tercapai dan ada yang melebihi target. 

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). 
Berdasarkan pada uraian permasalahan pada Bab 3.1, maka isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah: 
1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran 
2. Peningkatan disiplin aparatur
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 
4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan 
5. Belum optimalnya pelayanan untuk kegiatan penanaman modal dan usaha
 Dalam era persaingan bebas dan semangat otonomi daerah tentu setiap daerah berlomba-lomba untuk mempunyai keunggulan-keunggulan komperatif dibanding daerah lain, untuk menunjukkan kualitas baik di berbagai bidang.Namun isu yang berkembang saat ini dibidang pelayanan sungguh menjadikan keperihatinan yang perlu penyelesaian, antara lain : 
1. Pelayanan perizinan di Indonesia yang terburuk di Asia. 
2. Waktu penyelesaian perizinan 151 hari.
3. Proses berbelit-belit melalui 27 meja ( media Indonesia, tanggal 13 april 2005)
4. Pungli terjadi di mana-mana, per tahun 3 triliyun.
5. Investor besar banyak yang hengkang ke negara lain. Rencana Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2022
    Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan  kearah yang lebih baik, izin-izin yang kurang menggembirakan perlu di rubah menjadi isu yang positif yang mampu merangsang perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi pengangguran dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. 
Upaya memakmurkan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan proses panjang yang harus di urai permasalahan satu demi satu. Salah satu sisi yang perlu di urai permasalahan nya adalah ”bagaimana mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan serta ada kepastian waktu dan biayanya”, untuk itu tentu diperlukan perubahan paradigma pelayanan yang selama ini berlaku, perubahan sistem, pengembangan sumberdaya manusia dan perbaikan sarana prasarana, kemudian muncul permasalahan baru, perubahan yang seperti apa.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.3 berikut ini:
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	[bookmark: RANGE!A1:L68]Tabel 2.3

	
	
	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

	
	
	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	lembar 1 dari 4
	
	

	No
	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
	Hasil Analisis Kebutuhan
	Catatan Penting

	
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikatif
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Kebutuhan Dana (Rp)
	

	
	
	
	
	
	APBD Kab
	APBN
	
	
	
	
	APBD Kab
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I.
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
	Kab. Tapin
	1. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat
3. Persentase efisiensi penggunaan anggaran
	1. 100 
2. 100 
3. 100
	 Rp. 12.405.000.000
	Rp. 3.337.334.294
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
	Kab. Tapin
	1. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat
3. Persentase efisiensi penggunaan anggaran sektertariat
	1. 100 
2. 100 
3. 100
	Rp. 12.405.000.000
	Rp. 3.337.334.294
	 

	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kab. Tapin
	1. Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang di akomodir dalam dokumen perencanaan 
2. Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja diBappelitbang
3. Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu
	1. 100
2. 100
3. 100
	Rp. 75.000.000
	


	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kab. Tapin
	1. Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang di akomodir dalam dokumen perencanaan 
2. Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja diBappelitbang
3. Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat wakt
	1. 100
2. 100
3. 100
	Rp. 75.000.000
	
	

	1
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
	12
	 Rp.  75.000.000 
	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	12
	 Rp.  75.000.000
	
	 

	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kab. Tapin
	1. Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan
2. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar
3. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
	1. 100 
2. 100
3. 100
	Rp. 75.000.000
	Rp. 3.337.334.294
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kab. Tapin
	1. Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan
2. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar
3. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
	1. 100
2. 100 
3. 100
	Rp. 75.000.000
	Rp. 3.337.334.294
	

	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kab. Tapin
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	1. 19
	 
	Rp. 3.337.334.294
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kab. Tapin
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	1. 19
	 
	Rp. 3.337.334.294
	 

	2
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	2

	 Rp. 75.000.000
	




	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	2
	Rp. 75.000.000
	
	 

	
	Administrasi Umum Perangkat daerah
	Kab. Tapin
	1. Persentase ASN yang ngikuti peningkatan kapasitas ASN
2. Indek krepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat 
	1. 100 
2. 100 

	Rp. 2.375.000.900
	



	Administrasi Umum Perangkat daerah
	Kab. Tapin
	3. Persentase ASN yang ngikuti peningkatan kapasitas ASN
1. Indek krepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat
	1. 100 
2. 100 
	Rp. 2.375.000.900
	
	

	1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Kab. Tapin
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	12
	 Rp. 350.000.000 
	


	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Kab. Tapin
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	12
	Rp. 350.000.000
	
	 

	2
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Kab. Tapin
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	12

	 Rp. 250.000.000
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Kab. Tapin
	mlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	12
	Rp. 250.000.000
	
	 

	3
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Kab. Tapin
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	12
	 Rp. 50.000.000 
	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Kab. Tapin
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	12

	 Rp. 50.000.000
	
	 

	4
	Penyediaan Bahan/Material
	Kab. Tapin
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
	12
	 Rp. 300.000.000
	

	Penyediaan Bahan/Material
	Kab. Tapin
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
	12
	 Rp. 300.000.000
	
	 

	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12
	 Rp. 1.425.000.000
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kab. Tapin
	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12
	Rp. 1.425.000.000
	
	 

	
	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Kab. Tapin
	Persentase barang milik derah kondisi baik
	100 
	


Rp. 6.000.000.000



	



	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Kab. Tapin
	Persentase barang milik derah kondisi baik
	100
	Rp. 6.000.000.000

	
	

	1
	Pengadaan Peralatan dan Mesin
	Kab. Tapin
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	50
	Rp. 3.500.000.000
	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin
	Kab. Tapin
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	50
	Rp. 3.500.000.000
	
	

	2
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kab. Tapin
	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
	25
	Rp. 2.500.000.000
	


	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kab. Tapin
	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
	25
	Rp. 2.500.000.000
	
	

	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	Kab. Tapin
	Persentase barang milik derah dalam kondisi baik
	100
	Rp.800.000.000
	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	Kab. Tapin
	Persentase barang milik derah dalam  kondisi baik
	100
	Rp.800.000.000
	
	

	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	12
	Rp. 450.000.000
	


	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	12
	Rp. 450.000.000
	
	

	2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	12
	Rp. 350.000.000
	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kab. Tapin
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	12
	Rp. 350.000.00
	
	

	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	Kab. Tapin
	Persentase barang milik derah dalam kondisi baik
	100
	Rp. 203.237.400
	


	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	Kab. Tapin
	Persentase barang milik derah dalam kondisi baik
	100
	Rp. 203.237.400
	
	

	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Kab. Tapin
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	9
	Rp. 150.000.000
	


	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Kab. Tapin
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	9
	Rp. 150.000.000
	
	

	2
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kab. Tapin
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	25
	Rp. 325.000.000
	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kab. Tapin
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	25
	Rp. 325.000.000
	
	

	3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Kab. Tapin
	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	25
	Rp. 2.605.000.000
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Kab. Tapin
	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	25
	Rp. 2.605.000.000
	
	

	II
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	1. Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti
2. Persentase MOU kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan yang terfasilitasi
3. Persentase deregulasi penanaman modal 
	1. 100 
2. 100
3. 100
	Rp. 600.000.000
	

	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	1. Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti
2. Persentase MOU kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan yang terfasilitasi
3. Persentase deregulasi penanaman modal
	1. 100 
2. 100
3. 100
	Rp. 600.000.000
	
	 

	
	Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
	Kab. Tapin
	1. Persentase fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan
2. Persentase peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal yang paham
	1. 100
2. 100 
	Rp. 325.000.000
	






	Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
	Kab. Tapin
	1. Persentase fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan perusahaan
2. Persentase peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal yang paham
	1. 100
2. 100 
	Rp. 325.000.000
	
	

	
	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dok)
	1
	Rp. 290.000.000
	
	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dok)
	1
	Rp. 290.000.000
	
	

	
	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (Keg)
	1
	Rp. 35.000.000
	
	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (Keg)
	1
	Rp.35.000.000
	
	

	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota
	Kab. Tapin
	Persentase peluang penanaman modal yang teridentifikasi
	100
	Rp. 275.000.000
	






	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota
	Kab. Tapin
	Persentase peluang penanaman modal yang teridentifikasi
	100 
	Rp. 275.00.000
	
	

	1
	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota
	1
	Rp. 125.000.000
	
	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota
	1
	Rp. 125.000.000
	
	

	2
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dok)
	1
	Rp. 150.000.000
	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dok)teridentifikasi
	1
	Rp. 150.000.000
	
	

	III
	Program Promosi Penanaman Modal
	Kab. Tapin dan luar provinsi
	1. Persentase Terlaksananya Program Promosi Penanaman Modal
2. Nilai investasi (Milyar)
	1. 100 %
2. 541
	Rp. 270.000.000
	

	Program Promosi Penanaman Modal
	Kab. Tapin dan luar provinsi
	1. Persentase Terlaksananya Program Promosi Penanaman Modal
2. Nilai investasi (Milyar)
	1. 100 %
2. 541
	Rp. 92.418.400
	
	

	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Dalam dan Luar Provinsi

	1. Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Persetase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan
	1. 100 %
2. 100 %
	Rp. 270.000.000
	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Dalam dan Luar Provinsi

	Persetase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan

	100
	Rp. 92.418.400
	
	

	1
	Menysusn strategi promosi penanaman modal
	
Dalam dan Luar Provinsi

	Jumlah peraturan daerah uyang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota
	1
	Rp. 125.000.000
	
	
	
	Jumlah peraturan daerah uyang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota
	1
	Rp. 125.000.000
	
	

	2
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	Dalam dan Luar Provinsi

	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
	
1

	Rp. 145.000.000
	


	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	Dalam dan Luar Provinsi

	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
	1
	Rp. 145.000.000
	
	

	IV
	Program Pelayanan  Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	1. Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP
2. Persentase pengaduan yang terselesaikan
	1. 100 
2. 100 


	Rp. 960.000.000
	
	Program Pelayanan  Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	1. Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP
2. Persentase pengaduan yang terselesaikan

	1. 100
2. 100

	Rp. 960.000.000
	
	

	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	1. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor I sesuai SOP
2. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor II sesuai SOP
3. Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai jangka waktu SOP
	1. 100 
2. 100 
3. 100 
	Rp. 960.000.000
	








	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	1. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor I sesuai SOP
2. Persentase pemenuhan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan sektor II sesuai SOP
3. Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai jangka waktu SOP
	1. 100
2. 100
3. 100
	Rp. 960.000.000
	
	

	1
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasisDistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Kab. Tapin
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	1100

	Rp. 450.000.000
	





	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasisDistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Kab. Tapin
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	1100
	Rp. 450.000.000
	
	

	2
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 
	Kab. Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
	1100

	Rp. 340.000.000
	


	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 
	Kab. Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
	1100
	Rp. 340.000.000
	
	

	3
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Kab. Tapin
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	10

	Rp. 125.000.000
	




	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Kab. Tapin
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	10
	Rp. 125.000.000
	
	

	4
	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/Insentif daerah
	Kab. Tapin
	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah
	1
	Rp. 45.000.000
	
	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/Insentif daerah
	Kab. Tapin
	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah
	1
	Rp. 45.000.000
	
	

	V
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu
	100
	Rp. 185.000.000
	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu 
	100

	Rp. 185.000.000
	
	

	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM
	100
	Rp. 185.000.000
	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM
	100
	Rp. 185.000.000
	
	

	1
	Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	30
	Rp. 95.000.000
	
	Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	30
	Rp. 95.000.000
	
	

	2
	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
	30
	Rp. 45.000.000
	
	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab, Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
	30
	Rp. 45.000.000
	
	

	
	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	30
	Rp. 45.000.000
	
	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kab. Tapin
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	30
	Rp. 45.000.000
	
	

	VI
	Program Pengelolaan Data dan Sistem 
	Kab. Tapin
	Persentase Terlaksananya informasi dan data penanaman modal dan perizinan yang valid
	100 
	Rp. 55.000.000
	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem 
	Kab. Tapin
	Persentase Terlaksananya informasi dan data penanaman modal dan perizinan yang valid
	100
	Rp. 55.000.000
	
	

	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Persentase Pelayanan Informasi Penananaman Modal dan Perizinan yang dipenuhi
	100 
	Rp. 55.000.000
	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Kab. Tapin
	Persentase Pelayanan Informasi Penananaman Modal dan Perizinan yang dipenuhi
	100
	Rp. 55.000.000
	
	

	1
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Kab. Tapin
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
	12

	Rp. 55.000.000
	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Kab. Tapin
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
	12
	Rp.55.000.000
	
	

	
	
	
	
	
	Rp. 14.475.000.000
	Rp. 3.337.334.294
	
	
	
	
	Rp. 14.475.000.000
	Rp. 3.337.334.294
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Kepala DPMPTSP




Ryza Ramadie, SE
NIP.97403152000031004

	
	
	




Renja SKPD DPMPTSP Tahun 2022 Kabupaten Tapin	 35

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan lain salah satunya melalui Musrembang yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bappelitbang itu sendiri.
Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam lampiran tabel 2.4 :
	Tabel 2.4.

	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

	Kabupaten Tapin

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	
	
	
	
	
	

	No
	Program/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/
Volume
	Catatan *)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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